PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 4 TAHUN 2002

TENTANG

BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang Ca. bahwa dengan diundangkannya Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah juncties Undang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
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Daerah Dan Retribusi, Daerah, maka
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
| Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1998
tentang Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan keadaan, oleh karena itu

perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka
dipandang perlu mencabut Peraturan
Daerah tersebut huruf a dan menetapkan
kembali Bea Balk Nama Kendaraan

Bermotor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat S Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Jawa

Tengabh;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum Tata Cara
Perpajakan (Lembaran Negara Tahun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3262) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3984);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa
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Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor3684);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun
.2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
3686);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3848);

http://www.bphn.go.id/


http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu018.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/97uu019.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu022.doc
http://www.bphn.go.id/data/documents/99uu025.doc

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun
2000 tentang Pengelolaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Nomor
4138);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun
1999 tentang Teknis  Penyusunan
Peraturan  Perundang-undangan  Dan
Bentuk  Rancangan  Undang-undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah Dan
Rancangan Keputusan Presiden
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
70);
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12.

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
| Jawa Tengah Nomor | Tahun 1988
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat | Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9).
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